PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

U 0950 109 Tigauramea gg aagm 13

JI. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,
Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email: bkad@bantulkab.go.id Website: http://www.bkad.bantulkab.go.id

2.

3.

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

LATAR BELAKANG.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf
m maka perlu menenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, sehingga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai acuan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga perlu
dicabut dan diganti.

Bahwa adanya ketentuan penganggaran belanja tidak terduga
diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
dengan nama Belanja Tidak Terduga.

IDENTIFIKASI MASALAH.
Dengan adanya peraturan yang baru, maka perlu adanya penyesuaian
peraturan yang ada di bawahnya.

MAKSUD DAN TUJUAN.
Sebagai pedoman bagi PPKD dalam rangka melaksanakan Kegiatan
Belanja Tidak Terduga dari Penganggaran sampai dengan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi.



SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1.

Tersusunnya pedoman sebagai payung hukum dalam rangka
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga
oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a.

Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis
(menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru),
sosiologis (untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah, SKPD
dan penyedia (masyarakat) sebagai acuan dalam rangka
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak
Terduga dan yuridis (pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 04
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun
2016 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja
Tidak Terduga dikarenakan sudah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang baru).

Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:

o penganggaran,

o pelaksanaan dan penatausahaan,

e pelaporan dan pertanggungjawaban, dan

¢ monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a.

Jangkauan Pengaturan:

« Bagi Organisasi Perangkat Daerah, menjadi pedoman dalam
melaksanakan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
belanja tidak terduga.

¢ Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas
seban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Arah Pengaturan: untuk dilakukan pencabutan terhadap Peraturan

Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2016 Tata cara Pemberian dan

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Bupati

Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2016 Tata cara Pemberian dan

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan disesuaikan dengan

ketentuan peraturan perundangan yang baru.



Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk
harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

ng, M.Si
199603 1 002




